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ABSTRAK 

 
ILUHPUSPAPRAWATI,2023.” Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Posyandu Desa Maranda Kecamatan 

Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso”. Dibimbing oleh Suwardhi Pantih dan Imanuel 

N Tadanugi 

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Partisipasi 

Program posyandu adalah Kesehatan dasar yang ditunjukan untuk memantau dan 

meningkatkan Kesehatan masyarakat. Dengan tujuan memudahkan masyarakat 

menerima pelayanan Kesehatan dari pemeriksaan, imunisasi, penimbangan dan 

penyuluhan mengenai Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 

peran, ekspektasi peran, dan konflik peran. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang 

terdapat dilokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pemerintah desa maranda memberikan berbagai sumber informasi kepada 

masyarakat dengan upaya menyediaakan sarana dan prasarana yang memadai saat 

kegiatan posyandu, kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat akan 

pentingnya kegiatan posyandu untuk kesehatan. Dan Adapun faktor yang 

memepengaruhi peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

terhadap program posyandu yaitu sumber daya aparatur pemerintah desa seperti 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dinarasumberi oleh tim kesehatan 

dari instansi kesehatan terdekat serta penyaluran makanan tambahan dan obat- 

obatan. 
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ABSTRACT 
 

 

 

ILUH PUSPAPRAWATI, 2023.” The Role of the 

Village Government in 

Increasing Community Participation in the 

Posyandu Program in Maranda Village, Poso 

Pesisir Utara District, Poso Regency. Supervised by Suwardhi Pantih and Imanuel N 

Tadanugi 

Keywords: Role, Village Government, Participation 

The posyandu program is a basic health program aimed at monitoring and improving 

community health. It easier for people to receive Health services from examinations, 

immunizations, weighing and education regarding health. This research aims to find 

out role perceptions, role expectations and role conflict. The research method used is 

descriptive qualitative with the aim of describing the problems found at the research 

location. The data collection techniques that researchers used were observation, 

interviews and documentation. The results of this research show that the Maranda 

village government provides various sources of information to the community with 

efforts to provide adequate facilities and infrastructure during Posyandu activities, 

there is a lack of public attention and understanding of the importance of Posyandu 

activities for health. The factors that influence the role of the village government in 

increasing community participation in the Posyandu program are the resources of 

the village government apparatus such as providing outreach to the community which 

is resourced by the health team from the nearest health agency as well as the 

distribution of additional food and medicine. 
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah 

Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, 

terdapat program pembangunan nasional yang diselenggarakan secara 

komprehensif dan teratur, salah satunya pembangunan kesehatan nasional. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dengan meningkatkan harapan hidup, menurunkan angka kematian 

bayi baru lahir, menurunkan angka kematian ibu, dan menurunkan prevalensi 

gizi kurang pada balita. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan 

oleh seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan untuk hidup sehat bagi semua orang guna mencapai tingkat 

kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi dalam 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang produktif secara sosial dan 

ekonomi. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, 

diperlukan pendampingan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjadi 
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acuan utama dalam penyusunan undang-undang kesehatan, serta dalam 

penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arahan pelaksanaan 

pembangunan kesehatan. Salah satu jenis upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kesehatan warga adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Perawatan kesehatan adalah setiap upaya yang dilakukan sendiri atau 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan orang, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat. Inisiatif Indonesia sehat didukung oleh 

tiga pilar utama: paradigma sehat, penguatan layanan kesehatan, dan jaminan 

kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan melalui pendekatan 

pengarusutamaan kesehatan dalam pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat. Pilar peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan metode 

yang menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko 

kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mengoptimalkan 

jaringan rujukan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pilar jaminan 

kesehatan nasional diimplementasikan melalui strategi tujuan pertumbuhan, serta 

pengendalian kualitas dan manajemen biaya. 

Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan Pengembangan Kesehatan 

Masyarakat Pedesaan (PKMD) pada tahun 1975 untuk mempercepat masyarakat 

sehat yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum. Tujuan PKMD adalah 

strategi pembangunan kesehatan yang menetapkan prinsip gotong royong dan 

swadaya masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menolong dirinya 
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sendiri melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan yang dilakukan 

dengan tenaga kesehatan lintas program dan sektor terkait. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Pasal 1 ayat 1 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, sering dikenal dengan 

pemberdayaan masyarakat adalah proses yang meningkatkan pengetahuan, 

kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan 

aktif dalam upaya kesehatan dengan memfasilitasi proses pemecahan masalah 

melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan potensi dan 

kebutuhan sosial budaya lokal. Pada tahun 1984, Menteri Kesehatan, kepala 

BKKBN, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan arahan gabungan yang 

mengkonsolidasikan beragam kegiatan masyarakat ke dalam satu forum yang 

dikenal sebagai pos pelayanan terpadu (Posyandu). Posyandu adalah jenis 

Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat (UKBM) di mana pengembangan 

kesehatan dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama 

masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mempermudah 

masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Jenis integrasi pelayanan 

kesehatan dilakukan di wilayah kerja puskesmas, dengan implementasi di masing 

-masing desa dipimpin oleh bidan desa. Sesuai dengan gagasan tersebut, 

kegiatan dilakukan dan diarahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka 

kematian ibu dan bayi baru lahir. KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanganan 

diare termasuk di antara lima (5) layanan kegiatan Posyandu. Untuk mencapai 
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tujuan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, realitas sering menghadapi 

berbagai hambatan seperti pengetahuan masyarakat, sikap, kesadaran, 

kebiasaan, dan kapasitas keuangan. 

Keikutsertaan dalam program posyandu merupakan langkah awal dalam 

melibatkan anggota masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat di 

bidang kesehatan dengan tujuan mendukung dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Salah satu kendala pelaksanaan program adalah kurangnya 

keterlibatan masyarakat dan minat masyarakat dalam menggunakan program 

posyandu. Posyandu merupakan salah satu solusi yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah kesehatan masyarakat. 

Pemerintah Desa Maranda mengkhawatirkan keadaan keterwakilannya di 

bidang kesehatan, khususnya program posyandu. Karena rendahnya jumlah 

keterlibatan masyarakat aktif dalam program Posyandu. Pemerintah desa 

prihatin dengan situasi penyakit masyarakat, terutama ancaman stunting di 

kalangan anak muda. Masyarakat masih kurang begitu optimal dalam mengikuti 

kegiatan posyandu di desa Maranda kecamatan Poso Pesisir Utara kabupaten 

Poso yang menjadi lokasi penelitian menyangkut dengan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam memanfaatkan dan mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan 

yang dilaksanakan posyandu. Sebagian para ibu kurang memiliki kesempatan 

untuk hadir dalam kegiatan posyandu karena terhalang kesibukan dalam bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka malas mengikuti kegiatan posyandu 

tersebut. Dan kurangnya pemahaman para ibu akan pentingnya tumbuh kembang 
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anak contohnya hal yang di lakukan para kader untuk menimbang berat badan 

dan mengukur tinggi badan pada anak. Dengan itu, keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat di desa Maranda tidak terlepas dari berbagai dukung dan 

peran aktif yang di lakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penting dan perlu dilaksanakan penelitian yang dalam hal ini 

menjadi alasan bahwa penelitian ini sangat di perlukan masyarakat dalam 

bidang kesehatan yang terkait dengan “Peran Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Posyandu di Desa 

Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemerintah Desa Berperan Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Terhadap Program Posyandu di Desa Maranda Kecamatan Poso 

Pesisir Utara Kabupaten Poso? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Posyandu di Desa 

Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan 
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partisipasi masyarakat terhadap program posyandu di desa Maranda 

Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah 

desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program 

posyandu di desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten 

Poso 

2. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat manfaat baik secara akademis 

maupun secara praktis. 

a. Manfaat secara akademis 

 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka 

mengembangkan keilmuan yang telah di dapat selama di bangku 

perkuliahan. 

b. Manfaat secara praktis 

 

Sebagai masukan pemerintah desa untuk dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat terhadap program posyandu 
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